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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peran Kepolisian dalam penanggulangan kasus tindak pidana menggunakan

panah wayer di wilayah hukum Kota Gorontalo dijalankan sesuai regulasi
yang ada, agar terciptanya keamanan wilayah dapat dijabarakan dalam tugas
Polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran
Kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam penaggulangan tindak pidana
menggunakan senjata tajam panah wayer dibagi atas 2 upaya, yaitu: (1) Upaya
Preventiv dengan melakukan sosialisasi yang memuat informasi dan bersifat
edukatif terkait dengan bahaya tindak pidana panah wayer. (2) Upaya Represif
yang diwujudkan melalui penindakan oleh Kepolisian berupa razia yang
dilakukan kepada masyarakat (anak-anak, remaja dan orang dewasa) di
wilayah hukum Polres Gorontalo Kota terkait keamanan wilayah.

Faktor yang menghambat peran Polri dalam penanggulangan tindak pidana
menggunakan panah wayer di Kota Gorontalo terdiri atas: (1) Faktor internal,
dimana jumlah Personel yang terbatas menyebabkan pelaksanaan pengawasan
di seluruh wilayah Kota Gorontalo tidak berjalan maksimal. (2) Faktor

eksternal, diantaranya Masih Tingginya Angka Tindak Pidana karena Faktor
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Lingkungan Sosial dan Minimnya Koordinasi Pemerintah Desa/Kelurahan,
Orangtua, Guru dan Anak.
1.2 Saran

1. Kepada Pihak Kepolisian sebaiknya lebih memprioritaskan pencegahan
penggunaan senjata tajam di masyarakat secara intensif dan masif
khususnya anak dibawah umur melalui patroli rutin serta sosialisasi
hukum di sekolah-sekolah sebagai salah satu upaya preventif. Adapun
dalam penegakan hukum harus tetap ditakar dengan seadilnya sesuai
perbuatan serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang
berlaku.

2. Kepada seluruh orangtua, guru dan aparat desa/kelurahan harus
memperhatikan dan selalu mengontrol tingkah laku anak dan masyarakat
pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, agar tidak mudah terjerumus

pada perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
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